SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015
telah ditetapkan tanggal 31 Oktober 2014 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 10j;

. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 20195;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);



. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400},

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589j);



9,

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 157;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3957);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4573);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

20.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2015;

21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6 };

22.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera



Utara Nomor 7};

23.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 8};

24.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

25.Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 13);

26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2009
Nomor 17);

27.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

28.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 10J;

29.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);



Menetapkan

30.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 40};

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1
(1) Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis
dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2015.
{2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

Pasal 3
Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA ,

ttd
GATOT PUJO NUGROHG

Diundangkan di Medan

pada tanggal 16 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinarys&:sgaj Dengan Aslinya
KEPALA\BIRO HUKUM,
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SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP,19590227 198003 1 004
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BAB-1
PENDAHULUAN

A. KETENTUAN UMUM
1. Pengertian Istilah
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas — luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan R.I sebagaimana dimaksud dalam

Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

1)  Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2) Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

3) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKI) adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA — SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan,
Rencana Belanja Program dan Kegiatan SKPD serta Rencana Pembiayaan

sebagai dasar penyusunan APBD.



Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA- SKPD
adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPPA — SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dapat mendelegasikan kepada para Asisten dan
Kepala Biro sesuai lingkup bidang tugasnya masing-masing.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Setdaprovsu
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan fungsi
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah
Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu yang mempunyai tugas melaksanakan
Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD vang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang
dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian Tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD atau pejabat yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Tugas
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.



aa.

bb.

CC.

dd.

ce.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK —
SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada
SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah
Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat yang lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Program adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam
bentuk Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi
pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD
melekat pada Biro Perlengkapan dan Aset Setdaprovsu. ULP dipimpin oleh
seorang Kepala.

Kelompok Kerja ULP adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala ULP untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang memiliki persyaratan keanggotaan,
tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas

pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.
Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang selanjutnya disebut dengan

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.
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Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan
oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
{brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola vang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan
Barang/Jasa.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,
mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Kualifikasi adalah merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

Prakualifikasi adalah merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan
sebelum pemasukan penawaran.

Pascakualifikasi adalah merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan
setelah pemasukan penawaran.

Pembinaan adalah usaha agar setiap orang yang terlibat Pengadaan Barang/Jasa
mengetahui tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa dapat terlaksana sesuai target, waktu, tempat, mutu, tertib

administrasi, tepat sasaran dan manfaat.
Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa

vang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah
unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara Elektronik.

Tim Pendukung adalah tim yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain terdiri atas Pejabat pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultansi Pengawas, Tim
Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.
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Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA
dalam pelaksanaan pengadan barang/jasa, antara lain terdiri atas tim uji coba,
panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan lain-lain.

Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis adalah Tim yang ditetapkan
PA/KPA, yaitu Tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan
dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.
Uang Representasi adalah merupakan uang tambahan biaya bagi Pimpinan /
Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki
Jabatan Struktural Eselon I dan II, dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri
(keluar Provinsi maupun didalam Provinsi)

Maksud dan Tujuan

a.

Peraturan Gubernur ini memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dalam melaksanakan Program/Kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari
APBD Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur ini bertujuan melaksanakan program/kegiatan yang
pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara, dilakukan secara
efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel.

. Prinsip — Prinsip Dasar

Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip — prinsip sebagai berikut :

a.

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu
yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Efekiif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia
Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang jelas.

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan
memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan
secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.



Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan
kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

B. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA- SKPD)

a.

DPA - SKPD disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

setelah APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA)

DPA — SKPD Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang telah

disusun Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebanyak 5 (lima)

macam Form, yaitu :

1) Form DPA — SKPD (Ringkasan Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

2) Form DPA — SKPD 1. (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah )

3) Form DPA — SKPD 2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah)

4) Form DPA - SKPD 2.2 ( Rekapitulasi Belanja Langsung menurut
Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

5) Form DPA - SKPD 2.2.1 (Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah}

Khusus untuk Kepala SKPD yang tidak mengelola pendapatan, hanya

menyusun rancangan DPA — SKPD sebanyak 4 (empat) macam Formulir

sebagaimana yang dimaksud pada butir b. 1), 3), 4) dan 5) diatas. Sedangkan
untuk Kepala SKPD yang mengelola Pendapatan harus menyusun ke 5 (lima)
formulir DPA — SKPD tersebut pada huruf b. 1) s/d 5) diatas.

DPA — SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud

dalam huruf b diatas disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu.

Dalam Penyusunan DPA — SKPD Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang selaku Kepala SKPD harus memperhatikan hal — hal sebagai berikut:

1) Belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidak langsung
maupun belanja langsung harus dirinci penggunaannya di dalam DPA—
SKPD, dan belanja yang ditetapkan dalam DPA-SKPD dimaksud
merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk masing — masing kegiatan.

2) Pengeluaran belanja yang tercantum di dalam DPA — SKPD tersebut agar
memperhatikan prinsip — prinsip efesiensi dan efektifitas dan disusun
berdasarkan standard harga yang berlaku.

3) Setiap kegiatan dalam DPA — SKPD harus mencantumkan jadwal kegiatan

dan rencana penggunaan Anggaran setiap triwulan.



4) Lokasi kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA - SKPD
dengan ketentuan mencantumkan nama Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Desa / Kelurahan.

Pelaksanaan Verifikasi DPA - SKPD

a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD, untuk diverifikasi
oleh TAPD dan disahkan oleh PPKD.

b. DPA — SKPD sebagaimana maksud pada butir a diatas merinci sasaran
yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap — tiap SKPD
serta pendapatan yang diperkirakan.

c. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan DPA-SKPD paling lama 6
(enam) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

d. DPA-SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD yang berkedudukan di
Biro Keuangan Setdaprovsu untuk diverifikasi.

e. Dalam melaksanakan verifikasi DPA — SKPD, TAPD bersama-sama
dengan Kepala SKPD.

f. Verifikasi DPA — SKPD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera
Utara, terdiri dari Unsur Perencana, PPKD dan Unsur lainnya sesuai
kebutuhan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

» Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Meneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode, uraian dan
indikator program/kegiatan.

» Biro Keuangan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode rekening, uraian
belanja, pagu anggaran dan rincian penarikan dana per- triwulan.

» Dinas Pendapatan Provsu
Meneliti kebenaran pencantuman dan penulisan kode rekening, uraian
pendapatan, pagu pendapatan dan rincian penerimaan per- triwulan.

» Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran pengadaan barang/jasa berdasarkan
satuan harga yang berlaku.

» Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
Meneliti kebenaran penganggaran honoratium, uang lembur,
perjalanan dinas dan uraian belanja lainnya yang sejenis sesuai dengan
Keputusan Gubernur yang mengatur tentang itu.



g. DPA — SKPD yang telah dikoreksi oleh TAPD selanjutnya diperbaiki dan
disempurnakan oleh Kepala SKPD.

h. DPA — SKPD vyang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala
SKPD disampaikan kepada Sekretariat TAPD dan selanjutnya diparaf dan
ditandatangani oleh unsur TAPD sebagaimana tersebut pada point 2.a dan
selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

i. PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah diverifikasi dan sudah
ditandatangani oleh unsur TAPD kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk
mendapat persetujuan guna pengesahannya.

j. DPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi, disahkan
oleh PPKD.

k. Proses verifikasi DPA-SKPD oleh TAPD sampai dengan pengesahannya
oleh PPKD, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung
sejak tanggal pemberitahuan oleh PPKD.

l. PPKD menyampaikan DPA-SKPD yang telah disahkan kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi dan Perwakilan BPK
di Medan.

m. DPA — SKPD sebagaimana dimaksud pada point 2.a tersebut diatas
digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.

n. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
anggaran kas SKPD dan disampaikan kepada PPKD bersamaan dengan
rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD
dimaksud dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rancangan DPA-
SKPD.

3.  Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut :

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang, sebagai berikut:

1) Di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang dapat ditunjuk Pejabat Eselon II (Kepala Biro, Sekretaris
Korpri). Untuk tata kelola pembayaran dan pertanggungjawaban di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut
oleh Kepala Biro Umum Setdaprovsu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



2) Di lingkungan Satuan Kerja Dinas, Badan, Inspektorat, Satpol PP dan
Sekretariat DPRD, Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah
Pejabat Eselon 1T (Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan,
Sekretaris Dewan), dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang dapat ditunjuk Pejabat Eselon IIT (Sekretaris, Kepala
Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala UPTD) yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya, hal ini dikecualikan untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai rentang kendali hirarki,
luas wilayah, volume pekerjaan dan minimnya personil dapat ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk diangkat sebagal
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Eselon IV.

3) Di lingkungan Satuan Kerja Kantor Perwakilan dan KPID, Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat Eselon III (Kepala
Kantor / Sekretaris KPID), dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Barang dapat ditunjuk Pejabat Eselon IV (Kasubbag, Kasi).

. Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud
pada angka 3 huruf a. 1) s/d 3) tersebut diatas dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada angka 3 huruf a. 1) s/d 3) tersebut diatas, diusulkan oleh Kepala
SKPD dan usul tersebut ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro
Keuangan Setdaprovsu untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang
harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan untuk:

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Pejabat Eselon I dan II,
dan atau;

2) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang disamping tugas pokoknya
dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, memiliki tugas dan
kewenangan sebagai berikut :

1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di website

Pemprovsuw/SKPD, Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat dan Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE;
3) Mengusulkan KPA untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4) Menetapkan Pejabat Pengadaan
5) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6) Menetapkan:
a. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau



b. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai  diatas
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

7) Mengawasi pelaksanaan anggaran

8) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

9) Menyelesaikan perselisihan antara KPA dengan Kelompok Kerja

ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

10) Mengawasi penyimpangan dan pemeliharaan seluruh Dokumen pengadaan

Barang/Jasa.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢. tersebut diatas disamping tugas pokoknya, maka dalam
rangka pengadaan barang/jasa, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa yang meliputi:

a) Spesifikasi teknis barang/jasa;

b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

¢) Rancangan kontrak.
2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah
Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.

4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA;

7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan
Berita Acara Penyerahan;

8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap bulan;

9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf f)
tersebut diatas, dalam hal diperlukan, KPA dapat:

1) Mengusulkan kepada PA:
a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

2) Menetapkan tim pendukung;

3) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijizer)
untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan;

4) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
Barang/Jasa.

. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang membuat bagan
organisasi kegiatan secara berjenjang lengkap dengan bagan serta uraian tugas
masing — masing. Bagan organisasi tersebut ditetapkan oleh Kepala SKPD.
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Bagan Organisasi dan Personil yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD
tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada:

1) Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
2) Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;

3) Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu;
4) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
5) Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Biro
Keuangan Setdaprovsu menandatangani/mengesahkan DPA — SKPD setelah
mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Kepala SKPD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan /atau rentang
kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Untuk kegiatan dengan sumber Dana Bantuan/Hibah APBN/LOAN supaya
disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Pusat.

. Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf

k tersebut diatas, PPTK mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan;

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

PPTK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada hurof m
tersebut diatas bertanggung jawab kepada :

Kepala SKPD / Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan / atau
Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang yang menetapkannya
selaku PPTK.

. Pimpinan masing-masing SKPD di Lingkungan Pemprovsu selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyiapkan Rencana Umum Pengadaan dan

melaksanakan pelelangan/pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di website Pemprovsu/SKPD
dan Papan Pengumuman Resmi serta Portal Pengadaan Nasional melalui
LPSE.

2) Menetapkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.

3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik/e — procurement
(e- tendering dan e— purchasing) yang dilakukan ULP.
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Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD

Biaya Administrasi untuk mendukung proses pelaksanaan Kegiatan APBD

Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan :

a. Pengguna Anggaran / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran :

16}

Nilai Pagn dana sd. Rp. 100. jt

Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jt s.d. 1M

Nilai Pagu dana diatas Rp. [ miliar s.d Rp. 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 3 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 235 miliar
Nilai Pagn dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. 1 Triliun
Nilai Pagu dana diatas Rp. | Triliun

500.000,- org/bln
610.000,- org/bln
720.000,- urg/bin
830.000,- org/bin
970.000,- org/bln
1.110.000,- org/bln
1.250.000,- org/bin
1.580.000,- org/bln
1.910.000,- org/bln
2.250.000.- org/bln
2.580.000.- org/bln
3.080.000,~ org/bln
3.580.000.- org/bln
4.080.000,- org/bin
4.580.000,- org/bln
5.580.000.- org/bin

b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM / Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) :

1)
2)
3)
4)
5)

Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt

Nilai Pagn dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
Nifai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 300 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jts.d. IM

Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d, 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp
Nilai Pagu dana diatas Rp

. 750 miliar sd. 1 Triliun
.1 Triliun

¢.  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt
Nilai Pagu duna diatas Rp. 100 jts.d. Rp. 250 jt

10)
11)
12)
13)
i4)
15)
16)

Nilai Pagu dana diatas Rp

Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagn dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.

250 jts.d. Rp. 500 ji

500 jtsd. 1M

I miliar s.d Rp. 2,5 miliar
2.5 miliar s.d. 5 miliar

3 miliar s.d. 10 miliar

10 milyar s.d. 25 miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp.
Nilai Pagu dana diatas Rp,

Nilai Pagu dana diatas Rp

d. Bendahara Pengeluaran :

Nilai Pagu dana sd. Rp.

50 miliar s.d. 73 miliar
75 miliar s.d. 100 miliar
100 miliar sd. 250 miliar
250 miliar sd. 500 miliar
300 miliar sd. 750 miliar
750 miliar sd. 1 Triliun
.1 Triliun

100, jt

Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jts.d. Rp. 250 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jts.d. IM

Nilai Pagn dana diatas Rp. | miliar s.d Rp. 2,5 miliar

Nifai Pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar
Nilai Pagu dana dialas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar

400.000.- org/bln
480.000,- org/bin
570.000.- org/bin
660.000.- org/bln
770.000.- org/bin
880.000,~ org/bln
990.,000.- org/bln
1.250.000,- org/bln
1.520.000,- org/bln
1.780.000,- org/bin
2.040.000.- org/bln
2.440.000,- org/bln
2.830.000,- org/bin
3.230.000.- org/bln
3.620.000,- org/bln
4.420.000,- org/bln

480.000.- org/bln
590.000.- org/bln
700.000,- org/bin
£00.000,- org/bin
940.000,- org/bin
1.070.000,- org/bln
1.210.000.- org/bin
1.530.000,- org/bln
1.850.000,- org/bin
2.170.000,- org/bin
2.4%0.000,~ org/bln
2.980.000,- org/bln
3.460.000,- org/bln
3.940.000.- org/bln
4.430.000,- org/bln
5.390.000,- org/bln

340.000,- org/bln
420.000,- org/bln
500.000,- org/bln
570.000,- org/bln
670.000,- org/bln
770.000,- org/bln
860.000.- org/bln
1.090.000,- org/bln
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€.

9)
10)
11}
12)
13)
14)
15)
16)

Staf Pengelola / Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. T Triliun
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Triliun

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai :

1
2)
3
4
3)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt

Nilai Pagn dana diatas Rp. 100 jts.d. Rp. 250 jt
Wilai Pagu dana diatas Rp. 250 jts.d. Rp. 500 ji
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 ji s.d. IM

Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 730 miliar sd. 1 Triliun
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Triliun

f. Bendahara Penerimaan :

)]
10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)

Nilai Pagu dana sd. Rp. 100, jt

Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jt s.d. Rp. 250 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jts.d. Rp. 500 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 300 jt s.d. 1M

Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar 5.d. 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 mitiar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar 5.d. 50 miliar
Nilai Paga dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar
Nilai Pagn dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 300 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd. 1 Triliun
Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Triliun

g. Bendahara Penerimaan Pembantu / Anggota :

Nilai Pagu dana sd. Rp. 100. jt

Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 jts.d. Rp. 250 jt
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 jis.d. Rp. 500 ji
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 jis.d. IM

Nilai Pagu dana diatas Rp. | miliar s.d Rp. 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 73 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd. 250 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd. 500 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd. 750 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd, 1 Triliun
Nilai Pagu dana diatas Rp. | Triliun

1.320.000,- org/bln
1.550.000,- org/bln
1.780.000,- org/bin
2.120.000.- org/bln
2.470.000,- org/bln
2.810.000.- org/bln
3.160.000,- org/bin
3.840.000.- org/bln

/ Petugas

260.000,- org/bln
310.0600,- org/bln
370.000.- org/bln
430.000.- org/bln
500.000.- org/bin

570.000.- org/bln
640.000,- org/bin
816.000,- org/bln
980.000.- org/bln
1.150.000,- org/bln
1.330.000,- org/bln
1.580.000.- org/bln
1.840.000,- org/bln
2.090.000,- org/bln
2.350.000.- org/bln
2.860.000,- org/bin

340.000,- org/bln
420.000,- org/bin
500.000,- org/bln
570.000,- org/bln
730.000,- org/bin
880.000,- org/bln
1.030.000.- org/bin
1.260.000,- org/bin
1.490.000.- org/bln
1.720.000,- org/bin
1.950.004,- org/bln
2.260.000,- org/bin
2.560.000.- org/bin
2.870.000.- org/bin
3.170.000.- org/bln
3.790.000,- org/bin

260.000,- org/bln
310.000.- org/bin
370.000,- org/bln
430.000,- org/bln
540.000.- org/bln
660.000,- org/bln
776.000,- org/bln
940.000,- org/bln
1.110.000,- org/bln
1.280.000,- org/bin
1.450.000,- org/bin
1.680.000.- org/bin
1.910.000,- org/bin
2.140.000,- org/bln
2.370.000.- org/bin
2.820.000.- org/bin
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2) Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa :

a.  Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1)

Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Jasa

680.000.- org/bln

b.  Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan

Pengadaan (Konstruksi) :
1) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 jt
2}  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 jt s.d. 500 jt
3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. 1 Miliar
4)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar
5)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
6)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar
7)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
8) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d, Rp. 50 Miliar
9)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
10)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar
11) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
12)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
13) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
14) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun
15) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Triliun

c.  Panitia Pengadaan Barang

dan Kelompok Kerja

Pengadaan (Non Konstruksi) :

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 jt

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 jt s.d. 500 jt

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. 1 Miliar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2.5 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
Nilai pagn pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Triliun

d. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit
Pengadaan (Non Konstruksi) :

18)

3) Honorarium

1 1 L |

Nilai pagu pengadaan jasa ke p zan Rp, 50 jt

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diataz 50 ji s.d. Rp. 100 ji

Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 jt

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa lainnya diatas Rp. 100 jt s.d. 250 ji

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa lainnya diatas Rp. 250 jt s.d. Rp. 500 jt

Hilai pagn pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 jt s.d. Rp. 1 M

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. I Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa lainnya diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. § Miliar s.d. Rp. 10 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa lainnya dhatas Rp, 25 Miliar 5.d. Rp. 50 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa lainnya diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
Nilai papu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 750 Mibiar s.d. Rp. 1 Triliun
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 Triliun

Perangkat Unit Layanan Pengadaan

a.  Kepala Unit Layanan Pengadaan
b.  Sekretaris/ Staf Pendukung

4) Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1.000.000.- org/bln
750.000,- org/bln

680.000.- org/pkt

850.000.- org/pki
1.020.000,- org/pkt
1.270.000,- org/pkt
1.520.000,- org/pkt
1.780.000,- org/pkt
2.120.000.- org/pkt
2.450.000,- org/pkt
2.790.000,- org/pkt
3.130.000,- org/pkt
3.580.000,- org/pkt
4.030.000,- org/pkt
4.490.000,- org/pkt
4.940.000,- org/pkt
5.560.000,- org/pkt

Unit Layanan

760.000,- org/pk

760.000,- org/pk

920.000,- org/pk
1.140.000,- org/pk
1.370.000.- org/pk
1.600.000,- org/pk
1.910.000,- org/pk
2.210.000,- org/pk
2.520.000,- org/pk
2.820.000.- org/pk
3.230.000.- org/pk
3.640.000,- org/pk
4.040.000,- org/pk
4.450.000.- org/pk
5.010.000.- org/pk

Layanan

450.000,- org
4501.000.- org
450.000,- org
480,000,- org
600.000,- org
T720.000,- org
910.000,- org
1.090.000.- org
1.270.000,- org
1.510.000.- orp
1.750.000.- org
1.990.000.- org
2.230.000 - org
2.560.000,- org
2.880.000.- org
3.200.000 - org
3.520.000,- org
3.960.000.- org

a Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang/Jasa

b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

420.000.- org/bln
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1) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 jt

2)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 jt 5.d. 500 jt

3}  Nilai pagn pengadaan diatas Rp. 300 jts.d. Rp. 1 Miliar

4)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar s.d. Bp.2.5 Miliar

5)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar

6)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar

7y Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar
%)  Milai pagn pengadaan diatas Rp, 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar
9)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar
10)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d. Rp, 100 Miliar
11)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar
[2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar
13)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar
14)  Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. 1 Triliun
15)  Nilai pagn pengadaan diatas Rp. 1 Triliun

5) Honor Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara :

1)  Tingkat Pengguna Barang
2)  Tingkat Kuasa Pengguna Barang

420.000,- org/pkt
520.000,- org/pkt
620.000,- org/pkt
770.000,- org/pki
910.000,- org/pkt
1.060.000.- org/pkt
1.260.000.- org/pkt
1.450.000,- org/pkt
1.650.000,- org/pkt
1.840.000,- org/pkt
2.100.000,- org/pkt
2.370.000.- org/pkt
2.630.000,- org/pkt
2.890.000,- org/pkt
3.250.000,- org/pkt

400.000,- org/bln
300.000,- org/oln

6) Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
yang ditctapkan atas Dasar Surat Keputusan Yang Ditetapkan oleh :

) Honor Tim Pelaksana Kegiatan

a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri :

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

b. PejabatEselon:

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris

£ Anggota

c.  Kuasa Pengguna Anggaran :

bt R s

mpAn TR

a, Pengarah

b. Penanggung Jawab
. Ketua

d. Wakil Ketua

& Sekretaris

f. Anggota

IT) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana

a. Keiua/Wakil Ketua
b. Anggota

1.500.000,- org/bin
1.250.000,- org/ bin
1.000.000.- org/bin
£50.000,- org/bin
750.000.- org/bln
750.000,- org/bln

750.000,- org/bln
700.000,- org/bln
650.000,- org/bln
600.000,- org/bln
500.000.- org/bin
500.000,- org/bln

500.000,- org/bin
450.000,- org/bln
400.000,- org/bln
350.000,- org/bln
300.000.- org/bin
300.000,- org/bln

250.000.- org/bln
220.000,- org/bin

7) Honor Panitia Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / Focus

Group Discussion / Kegiatan Sejenis :

a. Penanggung Jawab
b.  Ketua/Wakil Ketua
C. Sckretaris

d. Anggota

450.000,- org/Kegiatan
400.000,- org/Kegialan
300.000.- org/Kegiatan
300.000,- org/Kegiatan
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8) Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur :

1) Uang Lembur ( di luar jam kerja pada hari kerja )
maksimal 5 jam/per hari secara berturut-turut

(a) Golongan 1 Rp. 10.000,- org/jam
(b) Golongan II Rp. 13.000,- org/jam
(¢) Golongan Il Rp. 17.000,- org/jam
(d) Golongan IV Rp. 20.000,- org/jam

2) Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diberikan setelah bekerja
lembur sekurang — kurangnya 2 ( dua ) jam secara
berturut — turut, maksimal 5 jam/per hari

1) Golongan [ dan I1 Rp. 35.000,- / orang
2) Golongan 111 Rp. 37.000,- / orang
3) Golongan IV Rp. 41.000.- / orang

9) Honor Satuan Umum Nara Sumber, Moderator, dan Notulen Kegiatan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan
Sejenis untuk mendukung tercapainya sasaran program/sasaran kegiatan
diberikan maksimal 3 jam /perhari dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Nara Sumber

a. Menteri/ Pejabat Setingkat Mentery/
Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan Rp. 1.700.000,- /oj

b. Pejabat setingkat Eselon 1 Rp. 1.400.000,- /oj
c. Pejabat setingkat Eselon 11 Rp. 1.000.000,- /oj
d. Pejabat setingkat Eselon IIT kebawah Rp. 900.000.- /oj

b. Honorarium Moderator dan Pembawa Acara

» Moderator Rp. 700.000,- /ok
» Pembawa Acara Rp. 400.000,- /ok

10) Pemberian Honorarium pada angka 4 angka 1) s/d 8) diatas disesuaikan
dengan masa waktu dan jenis pekerjaan pelaksanaan kegiatan APBD
Provinsi Sumatera Utara serta Pengadaan Barang/Jasa.

11) Pemberian honorarium yang tidak diatur dalam Peraturan ini diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Gubernur.

12) Untuk belanja barang /jasa agar berpedoman kepada Keputusan Gubernur
Sumatera Utara tentang Standar Harga Barang/Jasa dan Harga Satuan
Pokok Kegiatan dan ketentuan peraturan perundang — undangan lainnya.

13) Untuk biaya Pengumuman pengadaan barang/jasa jumlahnya disesuaikan

dengan kebutuhan,
14) Untuk biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan atau

dokumen isian prakualifikasi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
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15) Menyiapkan alokasi Anggaran Penyusunan Rencana Teknis dan atau
Dokumen Rencana Teknis (Rencana Anggaran Biaya Pembangunan /
RAB) bangunan gedung Negara bagi SKPD yang membutuhkan,
vang dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencanaan
konstruksi, baik perorangan ahli maupun Badan Hukum yang kompeten
dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Bagunan Gedung Negara. Hasil dari Penyusunan Rencana Teknis dan
atau Bangunan Gedung Dokumen Rencana Teknis dimaksud harus diteliti
dan mendapat pengesahan dari Instansi Pekerjaan Umum/Instansi Teknis
yang membidangi dalam hal ini adalah Dinas Penataan Ruang dan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

16) Biaya administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan pengadaan barang / jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Menyiapkan alokasi anggaran pada satuan kerja masing-masing untuk Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan berpedoman kepada Keputusan
Gubernur Sumatera Utara tentang Satuan Biaya dan Penandatanganan
Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Gubernur, Wakil Gubernur,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Menyiapkan alokasi anggaran pada Satua kerja masing — masing untuk Biaya
Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri per-hari tidak termasuk
biaya (Transport Kapal Laut, Pesawat Udara P.P dan Airport Tax), sebagai

berikut:
(dalam US $)
Negara Gol A Gol.B Gol.C Gol. D Ket
No
1 2 3 4 5 8 =
AMERIKA UTARA (Ni;lﬁg%
1| Amerika Serikat 527 473 417 343 enberi, Ketua,
Wakil Ketua dan
2 Kanada 447 404 368 307 oot L
Negara, Duta
AMERIKA SELATAN Besar luar biasa
3 | Argentina 395 277 242 241 berkuasa
4 | Venezuela 484 323 287 286 Pm“:h&em‘;ﬂ;an
5 | Brazil 436 341 291 241 | B obat Negara
6 | Chile 415 316 270 222 b g
7 Columbia 386 281 240 221 setara, terinasuk
8 Peru 383 277 237 221 pimpinan lembaga
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9 Suriname 398 285 252 207 pemerintah nion
10 | Ekuador 385 273 242 241 kementerian dan
pimpinan lembaga
AMERIKA TENGAH o ok
11 | Mexico 429 318 282 281 peraturan
12| Kuba 406 305 261 221 perundang-
13_| Panama 414 307 272 271 TEnlanggn dil
Pegabut Eselon T
ERQOPA BARAT
14 | Austria 504 453 318 37 Golongan B
15 | Belgia 466 419 282 281 Duta Besar, PNS
16 | Prancis 512 464 387 381 Gol. IV/ ¢ ke atas,
T Pejabat Eselon IL
17 | Rep. Federasi Jerman 443 411 282 281 Perwira Tingsi
18 | Belanda 463 416 272 271 TN/ Polri, ntusan
19 | Swiss 509 456 322 321 khusus Presiden
{special envay)
EROPA UTARA sl paiabat
20| Denmark 472 427 275 P
21 Finlandia 453 408 354 313
22 | Norwsgia 517 465 288 286
23 | Swedia 466 438 342 341
24 | Kerajaan Inggris 587 534 432 431
EROPA SELATAN
25 | Bosnia Herzegovina 456 420 334 333 Golongan C ;
26 | Kroasia 483 444 353 352 PNS Gol. Il <
27 | Spanyol 457 413 287 Jag | Spdmea
28 | Yunani 422 379 242 241 e i T
29 | halia 520 472 372 371 TNI/Polei yang
30 | Portugal 425 382 242 241 setara
31 | Serbia 401 3681 313 277
EROPA TIMUR
32 | Bulgaria 406 367 320 284 Golongan D ©
33 | Czech 428 390 331 293 ;;—;ﬁ‘;‘;::\ﬁenl:‘; -
34 | Hongaria 421 381 339 300 s
35_| Polandia 461 361 313 ol o e
36 | Rumania 416 381 313 277 pada Gol, B dan
37 Rusia 556 512 407 406 Golb. ©
38 | Slovakia 429 387 335 297
39 | Ukraina 425 382 328 290
AFRIKA BARAT
40 | Nigeria 361 313 252 291
41 | Senegai 334 276 206 201
AFRIKA TIMUR
42 | Ethiopia 312 257 192 167
43 Kenya 334 276 206 196
44 | Madagaskar 296 244 182 181
45 | Tanzania 330 272 203 182
46 | Zimbabwe 285 244 216 215
47 | Mozambigue 319 263 212 211
AFRIKA SELATAN
48 | Namibia 300 247 185 161
49 | Afrika Selatan 304 251 202 201
AFRIKA UTARA
50 | Aljazair 342 308 287 286
51 | Mesir 368 273 212 190
52 | Maroko 304 251 192 191
53 | Tunisia 283 241 187 186
54 | Sudan 342 282 210 184
55 | Libya 308 254 189 165
ASIA BARAT
56 | Azerbaijan 498 459 365 364
57 | Bahrain 405 286 222 208
58 | Irak 397 283 220 201
59 | Yordania 365 254 197 196
60 | Kuwait 406 283 257 256
61 | Libanon 357 267 207 186
62 | Qatar 386 276 215 196
63 | Arab Suriah 358 257 200 196
64 | Turki 365 270 210 188
65 | Pst. Arab Emirat 459 323 302 301
66 | Yaman 353 241 197 186
67 | Saudi Arabia 391 276 215 201
68 | Kesultanan Oman 359 254 197 185
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ASIA TIMUR
69 | Rep. Rakyat Cina 378 238 207 206
70 | Hongkong 472 320 287 286
71 | Jepang 519 303 262 261
72 | Korea Selatan 421 328 287 296
73 | Korea Utara 395 238 207 206
ASIA SELATAN
74 | Afganistan 385 228 173 172
75 | Bangladesh 339 196 167 166
76 | India 352 263 242 241
77 | Pakistan 343 203 182 181
78 | Srilangka 348 201 167 166
79 | Iran 351 260 202 181
ASIA TENGAH
80 | Uzbekistan 392 352 287 254
81 | Kazakhstan 456 420 334 333
ASIA TENGGARA
82 | Philipina 412 278 222 221
83 | Singapura 424 280 224 221
84 | Malaysia 381 253 212 211
85 | Thailand 392 275 211 201
86 | Myanmar 368 250 197 196
87 | Laos 380 282 202 196
88 | Vietnam 383 285 204 186
89 | Brunei Darussalam 374 256 187 196
90 | Kamboja 296 223 197 196
G1 | Timor Leste 392 354 228 196
ASIA PASIFIK
92 | Australia 439 403 272 271
93 | Selandia Baru 392 246 222 221
94 | Kaledoniz Bary 425 387 278 224
95 | Papua Nugini 385 353 237 192
96 | Fiji 363 329 221 179

b. Satuan Tiket Biaya Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP), sebagai

berikut
No. KOTA BIAYA TAHUN 2015
EKSEKUTIF BISNIS | EKONOMI
1 2 3 4 5
AMERIKA UTARA
1. Chicago 12,471 6,749 3,587
2. Houston 12,635 5,487 3,591
3 Los Angeles 11,187 5,809 3,178
4. New York 14,781 6,040 3,753
5. Ottawa 12,266 6,924 4,083
6. San Fransisco 12,468 6,623 2771
T Toronio 11,750 8,564 3,201
8. Vancouver 10,802 7,458 3,277
9. Washington 14,428 8,240 3,743
AMERIKA SELATAN
10. Bogota 18,399 9,426 7,713
11 Brazilia 16,393 11,518 5,970
12 Boenos aires 13,237 9,134 5870
13 Caracas 17,832 10,3049 5,130
14. Paramaribo 15,018 9,494 7,353
15. Santiagi de chile 21,874 15,539 8,500
16. Quito 17,325 16,269 12,127
AMERIKA TENGAH
1. Mexico City 11,822 7,831 3,966
18 Havana 14,702 11,223 7,320
19. Panama City 23,291 14,389 13,670
EROPA BARAT
20. Vienna 10,520 4177 3,357
21 Brussels 10,713 5,994 3,870
22. Marseilles 10,850 5074 3,541
23. Paris 10,724 6,085 3,331
24. Berlin 10,277 6,126 3,959
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25, Bern 11,478 6,056 4 355
26. Bonn 10,945 5,023 3,753
27. Hamburg 7,464 6,031 3,825
28 Geneva 8,166 5,370 4,333
29. Amsterdam 8,216 5,898 3,331
EROPA UTARA
30. Copenhagen 9,696 4,920 3,730
31. Helsinski 10,023 5,931 3,681
32 Stockholm 8,917 5,506 3,433
33 London 10,980 5,446 4,153
34. Oslo 9,856 4,773 4,049
EROPA SELATAN
35. Sarajevo 11,778 7,129 6,033
36. Zagreb 14,446 6,334 2,754
37. Athens 14,911 9,256 8,041
38. Lisbon 9,309 4,746 3,383
39, Madrid 10,383 4 767 3,631
40. Rome 8,714 4,774 3,851
41. Beograd 9,921 6,158 5,350
EROPA TIMUR
42, Bratislava 6,993 4,341 3,771
43. Bucharest 8.839 4 982 4113
44. Kiev 10,860 6,029 5,193
45, Moscow 8,537 7,206 5143
45, Prague 8,484 6,748 3,481
47 Sofia 7473 6,346 3612
48. Warsaw 10,777 5,052 3,447
AFRIKA BARAT
49, Dakkar 12,900 9,848 8,555
50. | Abuja 10,281 17,848 6,818
AFRIKA TIMUR
51, Addis Ababa 7,700 5,808 5,552
52 Nairobi 8,732 7,966 6,081
53. Antananarive 11,779 9,000 8,282
54, Dar Es Salaam 8,947 5,599 5,733
55. Harare 11,118 10,600 5,747
AFRIKA SELATAN
B6. Windhoek 18,241 11,774 7,510
57, Cape town 14,841 8,438 7,330
58. Johannesburg 11,255 8,524 8,275
AFRIKA UTARA
59. Algiers 9,536 4,593 5710
60. Cairo 7,820 6,414 4,037
61. Khartoum 5,904 4,507 3,915
62 Rabbat 8,910 7721 5,665
63. Tripoli 6,551 5,708 4,975
64 Tunisia 9,419 4,958 4175
ASIA BARAT
65. Manama 5,400 5,892 4,700
66. Baghdad 5,433 4 148 3,545
67. Amman 7,561 6,431 3,545
68. Kuwait 6,771 4273 3,110
69. Beirut 7,703 4,480 3,730
70 Doha 5,216 3,638 2745
TEE Damascus 5,684 5,390 3,325
72. Ankara 9,449 6,643 3,581
73. Abu dhabi 5,283 4,976 2727
74. Sanaa 8,205 5,878 3,679
75. Jeddah § 446 3,785 3,321
76. Muscat 6,469 5,156 3,727
77, Riyadh 5,359 3,510 3,000
ASIA TENGAH
78. Tashkent 13,617 8,453 7.343
79 Astana 13,661 12,089 8,962
ASIA TIMUR
80. Beijing 2,595 2,140 1,623
81. Hongkong 3,028 2,633 1,257
82. Osaka 3,204 2,686 1,864
83. | Tokyo 3,734 2,675 1,835




84. [ Pyongyang 2,421 1,699 1,737
85. Seoul 3,233 2,966 1,737
ASIA SELATAN
86. Kaboul 8,307 3.905 3,208
87. | Teheran 4,475 3416 2,920
88, Colombo 3,119 2,562 1,628
89, Dhaka 3.063 2,417 1,082
90. Islamabad 5,482 3,333 2,501
91. Karachi 4,226 3,633 2,321
92 New Delhi 3,380 2,009 1,673
ASIA TENGGARA
93. Bandar seri begawan 1,628 1,147 919
84, bangkok 2,344 1,155 823
95. Davaa city 2057 2.558 1,641
96. Hanoi 1,833 1,833 1,658
97. Hao chi minh 1,677 1,503 1,235
58, Johor hahru 1,185 911 525
99 Kota kinabalu 1,894 1,427 694
100. | Kuala lumpur 1,158 6559 585
101. | Manila 2,453 1,614 1,150
102. | Penang 918 766 545
103. | Pnom penh 2,202 1,981 1,627
104. | Singapore 9a1 673 403
105. | Vientiane 2274 2,025 1,420
106. | yangon 1,468 1,212 1,053
ASIA PASIFIK
107. | Canberra 5,506 4,926 2,500
108. | Darwin 6,689 4.800 3,964
109. | Mehbourmne 48868 3814 2,858
110. | Noumea §,840 5,817 3,780
141. | Perth 5,771 1,801 1,525
112. | Port moreshy 8,252 7,398 5,034
113. | Sydney 4,629 4,237 2,557
114. | Vanimo 3,318 2,740 2,380
115. | Wellington 6,561 4,687 3,413

Hal-hal lain yang belum diuraikan sebagaimana tersebut diatas, agar tetap
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014,
tanggal 17 Maret 2014, tentang Standar Biaya Masukan TA. 2015.

Penetapan Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Setelah PERDA tentang APBD ditetapkan dan belanja untuk kegtatan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah tercantum didalam APBD, Kepala
ULP segera menetapkan Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan Proses
Pengadaan Barang/Jasa, dan PA/KPA segera menetapkan Pejabat Pengadaan
untuk melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Perubahan DPA — SKPD

a. Perubahan DPA — SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan
capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan
semula.

b. Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diformulasikan dalam
format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
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C.

Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja serta pembiayaan
sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Tata cara verifikasi dan pengesahan DPPA-SKPD berlaku sebagaimana
ketentuan tentang verifikasi dan pengesahan DPA-SKPD.

Pergeseran Anggaran

a.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja akibat terjadinya perubahan APBD serta pergeseran antar objek
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan
dalam DPPA-SKPD.

Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama,
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama, dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ¢ dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang
APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus
dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Dacrah tentang
Penjabaran Perubahan APBD.

Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada huwruf b dan ¢ diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah.
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BABII
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD

A. PERSIAPAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/
JASA

I. Membuat dan Menyusun Perencanaan Umum Pengadaan Barang /Jasa

a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dokumen rencana pengadaan
barang/jasa yang mencakup kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang
akan dibiayai oleh APBD dan atau yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama
(cofinancing) sepanjang diperlukan. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi
bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD. Kegiatan penyusunan
rencana pengadaan meliputi:

1) Identifikasi kebutuhan;

2) Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
3) Penectapan kebijakan umum; dan

4) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

b. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa
yang diperlukan sesuai Rencana. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa,
PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah
ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang
sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. Hasil identifikasi kebutuhan riil
barang/jasa dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran.

c. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menetapkan rencana
penganggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: biaya barang/jasa itu
sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses
pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya
pelatihan.

Biaya administrasi dapat terdiri dari biaya pengumuman pengadaan, honorarium
pejabat pelaksana pengadaan antara lain : PA, KPA, Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan dan Pejabat/Tim lain yang
diperlukan, biaya survey lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen dan biaya
lainnya untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa (antara lain:

pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba).
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Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun

anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

. Dalam menetapkan kebijakan umum yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara

pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa, PA wajib

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pemaketan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan
usaha kecil serta koperasi kecil.

Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket
pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya
seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing.

Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut
sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang
seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
Dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan
maksud untuk menghindari pelclangan.

Dilarang menentukan Kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.

Menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi
serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa
sebagai badan usaha maupun perorangan atau swakelola yang merupakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau
diawasi sendiri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah
lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan
menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar.

Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mendukung pelaksanaan
kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat: uraian kegiatan

meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber
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pendanaan, jumlah tenaga yang diperlukan, waktu yang diperlukan mulai
dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan
barang/jasa, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan serta besarnya
total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus
dibebankan pada kegiatan tersebut.

10) Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di masing-masing
SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan
anggaran SKPD disetujui. Pengumuman rencana umum pengadaan
barang/jasa dimaksud sekurang-kurangnya berisi : nama dan alamat
Pengguna Anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi
pekerjaan dan perkiraan besaran biaya. Pengumuman dimaksud dilakukan di
website Pemprovsu/SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

e. Dalam menetapkan kebijakan umum tentang Organisasi Pengadaan, Kepala
Daerah/PA/KPA membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari : PA; KPA;
ULP/Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan dan Tim
Lainnya yang diperlukan antara lain : Tim Uji Coba; Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

Anggota Pokja ULP berjumlah gasal sckurang - kurangnya 3 (tiga) orang dan

harus memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang

bersangkutan dan hukum perjanjian/kontrak.

Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Kepala Daerah menetapkan tim

juri/tim ahli.

2. Pemilihan Sistem Pengadaan

a. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Metoda Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

b. Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan pelelangan yang terdiri atas
Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Penunjukan
Langsung, Pengadaan Langsung dan Kontes.

¢. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum,
Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Pengadaan
Langsung.

d. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan

sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan langsung dan sayembara.
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Pemilihan Penyedia barang/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya
dilakukan dengan metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Dalam
Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Khusus Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan dinyakini jumlah
penyedianya terbatas, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan
Pelelangan Terbatas.

Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan :

1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya atau

2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses
pascakualifikasi.

Dalam pelelangan sederhana atau pemilihan langsung tidak ada negosiasi teknis
dan harga.

Penunjukkan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan
pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

Penunjukkan Langsung dilakukan dengan negosiasi teknis maupun harga,
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal kriteria :

1)  Keadaan Tertentu, meliputi :

a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan
waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera / tidak dapat ditunda
untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat,
keselamatan / perlindungan masyarakat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk
akibat bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor dan/atau
bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar
biasa (KLB) akibat epidemi dan wabah penyakit dan/atau bencana
sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antara komunitas
masyarakat dan teror, dan/atau akibat kerusakan sarana/prasarana
yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;

b)  Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak
untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh
Presiden/Wakil Presiden;



2)

d)

Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan
ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau
perlindungan saksi scsuai dengan tugas yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena
1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi

pemenang pelelangan untuk mendapat izin dari pemerintah;

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bersifat khusus,

meliputi :

a)

b)

d)

g)

h)

Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi vyang ditetapkan
pemerintah;

Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan
bangunan yang scara keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks
yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;

Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat
kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat
untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang
jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung
jawab dibidang kesehatan;

Pengadaan Kenderaan Bermotor dengan harga khusus untuk
Pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas;

Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat; atau

Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta
penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.
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i)

k)

D

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai

berikut :

1) Merupakan kebutuhan operasional SKPD;

2)  Teknologi sederhana;

3) Risiko kecil; dan/atau

4)  Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang
perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil,
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
koperasi kecil;

5)  Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang
berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya;

6)  PA dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai
alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa
paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki

karakteristik sebagai berikut :

1) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,
budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan

2)  Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki

karakteristik sebagai berikut :

1) Tidak mempunyai harga pasar; dan

2)  Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif

dan teknis bagi Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes dan

Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

Dalam menetapkan persyaratan administratif, Pokja ULP/Pejabat

Pengadaan dapat menetapkan Syarat yang lebih mudah dari

persyaratan Penyedia Barang/Jasa pada umumnya dan Persyaratan

teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.

Untuk penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi

dilakukan oleh tim yang ahli dibidan gnya.
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m) Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi :

p)

Pokja ULP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemilihan penyedia jasa konsultansi. Pemilihan penyedia jasa
konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga
diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis
dapat dipertanggungajwabkan.

Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan seleksi yang

terdiri atas seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung,

pengadaan langsung, sayembara dan perorangan.

Pemilihan penyedia jasa konsutansi pada prinsipnya dilakukan

dengan Metode Seleksi Umum;

Seleksi sederhana dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa

konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi

biaya seleksi;

Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi

yang bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah);

Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi

kriteria keadaan tertentu yang meliputi :

1) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya
dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat
ditunda untuk :

a) Pertahanan negara;
b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
¢) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera,
termasuk :
(1). Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial;
(2). Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
(3). Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik.

2) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan
dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik [ndonesia;

3) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia

Jasa Konsultansi; dan
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4) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang
hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat
izin pemegang hak cipta;

r) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi
terhadap 1 (satu) Penyelia Jasa Konsultansi

s) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Merupakan kebutuhan operasional SKPD; dan/atau

2) Bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f) PA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai
alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket
dengan maksud untuk menghindari Seleksi;

u) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang
memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan
metode pelaksanaan tertentu; dan

2) Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

v) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif
bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.

w) Dalam menetapkan persyaratan administratif, Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari
persyaratan Penyedia Barang/Jasa pada umumnya.

x) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli
dibidangnya.

y) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

3. Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran, Metode Evaluasi dan
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
3.1 Metode Penyampaian dokumen penawaran
a. Metoda satu sampul
1) Digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana
evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik :
a) Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah
ditetapkan Pemerintah;
b) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
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¢) Pengadaan  Barang / Pekerjaan  Konstruksi / Jasa  Lainnya
yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara
jelas dalam dokumen Pengadaan.
2) Metode satu sampul juga digunakan dalam  Penunjukan
Langsung/Pengadaan  Langsung/Kontes/Sayembara.
b.  Metoda dua sampul

Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya,

dimana Evaluasi Teknis dipengaruhi oleh Penawaran Harga, dan

digunakan untuk :

1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem

nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.

2) Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik :

a) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara pesyaratan teknis
dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak
mempengaruhi penilaian teknis; atau

b) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis
yang lebih mendalam.

c.  Metoda dua tahap

Metoda dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik :

1) Pekerjaan bersifat kompleks;

2) Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk
pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan
pemeliharaan peralatannya;

3) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain
penerapan teknologi yang berbeda.

4) Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau

5) Membutuhkan penyetaraan teknis.

3.2 Penetapan metoda evaluasi penawaran
a. Kriteria dan tata cara evaluasi penawaran

1) Sistem Gugur
Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.

2) Sistem Nilai
Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan
dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas

teknis.
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Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan
90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;

b) unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat
dikuantifikasikan; dan

¢) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci
dalam Dokumen Pengadaan.

3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memperhitungkan faktor-
faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan

jangka waktu operasi tertentu.

Evaluasi penawaran

Pelaksanaan evaluasi penawaran mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54
tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun
2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode evaluasi penawaran
dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan
menggunakan :

1) Metode evaluasi berdasarkan kualitas

Metode evaluasi berdasarkan kualitas digunakan untuk pekerjaan yang:

a) Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang
menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan;
dan/atau

b) Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.

2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan

yang :

a) lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat

diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau

b) besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudabh, jelas dan tepat.

3) Metode evaluast berdasarkan Pagu Anggaran

Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan

yang :

a) sudah ada aturan yang mengatur (standar);

b) dapat dirinci dengan tepat; atau

¢) anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.

4) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah
Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah digunakan untuk pekerjaan

yang bersifat sederhana dan standar.
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¢.  Semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultansi harus diikuti dengan
klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non personil
yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil
yang dinilai tidak wajar.

b) Aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama :

(1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya

(2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran dan

(3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku
dipasaran/kewajaran biaya.

¢) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil
dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor
pajak penghasilan tenga ahli konsultan yang bersangkutan.

d) Biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji
dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2.5 (dua koma lima)
kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap dan.

e) Unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah
ditetapkan.

3.3 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan :
Pokja ULP/Pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan
pengadaan barangfjasa. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus
memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan,
termasuk waktu untuk pengumuman seleksi, pendaftaran dan pengambilan
dokumen kualifikasi atau dokumen pengadaan, pemberian penjelasan,
pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan

sangahan serta sanggahan banding.

3.3.1 (1) Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi

Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut :

a. Penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh ) hari
kerja pada Papan Pengumuman resmi di Kantor Satuan Kerja masing —
masing dan Website Pemprovsu/SKPD serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE;

b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak
tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas

akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
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)

3)

Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi sekurang — kurangnya 3
(tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari
kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan
banding;

Undangan Pelelangan/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi
disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah;
Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya
undangan Pelelangan/seleksi sampai dengan | (satu) hari kerja sebelum
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;

Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal undangan lelang/seleksi;

Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah
pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Masa sanggahan terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggahan banding
selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat
6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab
dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil
Seleksi (BAHS) kepada PA/KPA untuk seleksi Umum;

Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBIJ diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari
Sekretaris Daerah/PA atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PA/KPA
untuk Seleksi Umum; dan

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana tersebut diatas pada ayat

(1) huruf a sampai dengan huruf I, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok
Kerja ULP.
Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan

hari kalender.



(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui E-Procurement adalah hari kerja.

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau
Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan
setelah DPA ditctapkan.

3.3.2 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi

dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut :

a.

Penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7
(tujuh) hari kerja;

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi
dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran;

Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal pengumuman lelang/seleksi;

Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah
pemberian penjelasan;

Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari
kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan
untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis,
kompleksitas dan lokasi pekerjaan;

Evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan :

1) waktu yang diperlukan; atau

2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama
5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman
penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari
Sekretaris Daerah/PA ;dan

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana tersebut diatas pada huruf

a) s/d huruf j) diserahkan sepenuhnya kepada Pokja ULP.
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3.3.3 Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan

dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut :

d.

b.

penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal
pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran;

pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal pengumuman;

pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah
pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

masa sanggahan terhadap hasil Pelclangan/seleksi sederhana perorangan
selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/seleksi
sederhana perorangan dan masa sanggahan banding seclama 3 (tiga) hari
kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

SPPBIJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman
penetapan pemenang Pelelangan/seleksi sederhana atau Pemilihan
Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab
dalam hal tidak ada sanggahan banding;

dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan
Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setclah adanya jawaban sanggahan banding dari Sekretaris
Daerah/PA; dan

untuk Selcksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS
kepada PA/KPA; dan

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.

3.3.4 Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu

sebagai berikut :

a.

penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari
kerja;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal
pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi;

batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari

kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
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masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari
kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan
banding;

undangan kepada peseria yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu)
hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah;
Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya
undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran;

pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal undangan seleksi;

pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah
pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Masa sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah
pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 3 (tiga) hari
kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

SPPBIJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP
menyampaikan BAHS kepada PA/KPA;

dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada
PA/KPA; dan

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBI.

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PA/KPA menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk
Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang
ditetapkan oleh PA/KPA.

Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

b. HPS ditetapkan :

1) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan

penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;atau

2) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan

penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk

pemilihan dengan prakualifikasi.

HPS digunakan sebagai :

1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
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2)

dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah :

(a) Untuk Pengadaan Barang/Pckerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya, Kecuali
Pelelangan  yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan
Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari
3 (tiga); dan

(b) Untuk Penpadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu

Anggaran.

3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran

yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh pcrseratus) nilai total

HPS.

d. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

¢. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat

dipertanggung jawabkan meliputi :

b

2)

3)

4)

3)

6)

1)

8)

9

harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa
diproduksi/discrahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan
Barang/Jasa;

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat
Statistik (BPS);

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait
dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor
tunggal;

biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank
Indoncsia;

hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, yang dilakukan dengan instansi
lain maupun pihak lain;

perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
{engincer’s estimate);

norma indeks; dan/atau

10) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

f.  HIPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang

dianggap wajar.

5. Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara

a. Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara dilakukan dengan cara

menggunakan penvedia jasa perencanaan konstruksi, perorangan ahli maupun badan



hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan apabila tidak terdapat penyedia
jasa perencanaan konstruksi yang bersedia, dapat dilakukan oleh Instansi pekerjaan
umum / Instansi teknis setempat.

b. Apabila Anggaran Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara belum
tertampung dalam APBD. maka kepada Instansi pekerjaan umum / Instansi teknis
yang membidangi hal ini agar melakukan Penyusunan Rencana Teknis Bangunan

Gedung Negara tersebut.

¢. Hasil dari Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung Negara yang
menggunakan penyedia jasa perencana konstruksi, perorangan ahli maupun Badan
Hukum yang kompeten harus diteliti dan mendapat pengesahan dari Instansi
pekerjaan umum / Instansi teknis yang membidangi, yang dalam hal ini adalah Dinas

Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

d. Hal-hal yang belum diatur tentang Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Gedung
Negara agar mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor :
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 06/SE/M/2010 tanggal 2
Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Teknis Pengelolaan
Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Rangka Penyelenggaraan

Pembangunan Bangunan Gedung.

B. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA
BARANG/JASA
1. Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
1.1. Pemilihan Penycdia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut :
a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua
sampul yang meliputi kegiatan:
1)  pengumuman dan /atau undangan prakualifikasi;
2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
4) pembuktian kualifikasi;
5) penetapan hasil kualifikasi;
6) pengumuman hasil kualifikasi;

7)  sanggahan kualifikasi;
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8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

undangan;

pengambilan Dokumen Pemilihan;
pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;
pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
cvaluasi Dokumen Penawaran sampul T;
pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
pembuatan Berita Acara Hasil Pelclangan;
penctapan pemenang;

pengumuman pemenang;

sanggahan; dan

sanggahan banding (apabila diperlukan).

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi /Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk Pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua

tahap yang meliputi kegiatan :

1)
2)
4)
3)
6)
7
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

pengumuman prakualifikasi dan atau undangan prakualifikasi;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;

pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

penetapan hasil kualifikasi;

pengumuman hasil kualifikasi;

sanggahan kualifikasi;

undangan;

pengambilan Dokumen Pemilihan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran tahap [;

pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;

evaluasi Dokumen Penawaran tahap T;

melakukan penyctaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk
metode evaluasi sistem nilai;

penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;

pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;

pembukaan Dokumen Penawaran tahap 1I;

evaluasi Dokumen Penawaran tahap H;
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1.2,

10)
11)
12)
13)

penetapan pemenang;
pengumuman pemenang;
sanggahan; dan

sanggahan banding (apabila diperlukan).

¢. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi metode dua sam pul yang

meliputi kegiatan :

)
2)
3)
4)
3)
6)
7

8)
9)

pengumuman;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;

evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;

pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi
sampul [;

pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;

evaluasi Dokumen Penawaran sampul IT;

10) pembuktian kualifikasi;

I1) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

12) penetapan pemenang;

13) pengumuman pemenang;

14) sanggahan; dan

15) sanggahan banding (apabila diperlukan).

Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa

Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi

tahapan sebagai berikut :

=R

eoo

B oo

pengumuman;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran;

evaluasi penawaran;

evaluasi kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

j. penetapan pemenang;
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I3,

1.4.

k. pengumuman pemenang;

l. sanggahan;dan

m. sanggahan banding (apabila diperlukan);

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan

darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut :

a. PA/KPA dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada

)
2)

Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana

dimaksud pada angka 1).

b.  Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan,

sebagai berikut :

b
2)

3)
H
3)
6)
7
8)
9
10)

opname pekerjaan di lapangan;

penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu
penyelesaian pekerjaan;

penyusunan dan penetapan HPS;

penyusunan Dokumen Pengadaan;

penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran;

klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;

penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

penetapan Penyedia; dan

11) pengumuman Penyedia.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan

penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan

sebagai berikut :

a.  undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
b.  pemasukan Dokumen Kualifikasi;

c¢.  evaluasi kualifikasi;

d.  pembuktian kualifikasi;

e.  pemberian penjelasan;

f.  pemasukan Dokumen Penawaran;

g.  evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

-

penetapan penyedia; dan

j.  pengumuman penyedia.
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1.5.

1.6.

1.7.

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode

Pengadaan Langsung sebagai berikut :

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis
dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan
SPK.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara
meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut :

pengumuman,

=R

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;

pemberian penjelasan;

P D

pemasukan proposal;
pembukaan proposal;
pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;

pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;

PR omhop

penetapan pemenang; dan

[l

pengumuman pemenang.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi
tahapan sebagai berikut :
a. Metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan metode dua sampul yang
meliputi kegiatan :
1)  pengumuman prakualifikasi;
2)  pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
3)  pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
4)  pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5) pembuktian kualifikasi;
6) penetapan hasil kualifikasi;
7)  pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggahan kualifikasi;
9) undangan;
10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
11) pemberian penjelasan;

12) pemasukan Dokumen Penawaran;
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

pembukaan dokumen sampul I;

evaluasi dokumen sampul I;

penetapan peringkat teknis;
pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
sanggahan;

sanggahan banding (apabila diperlukan);

undangan pembukaan dokumen sampul 1I;
pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan

pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

Metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran

prakualifikasi dengan metode dua sampul yang meliputi kegiatan :

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;

penetapan hasil kualifikasi;
pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
sanggahan kualifikasi;

undangan;

pengambilan Dokumen Pemilihan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan dokumen sampul I,

evaluasi dokumen sampul I;

penetapan peringkat teknis;
pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
undangan pembukaan dokumen sampul 1I;
pembukaan dan evaluasi sampul I1;

penetapan pemenang;
pemberitahuan/pengumuman pemenang;
sanggahan;

sanggahan banding (apabila diperlukan);
undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan

pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
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1.8.

C.

Metode evaluast biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan 1 (satu)

sampul yang meliputi kegiatan :

1)
2)
3)
4)
5)
0)
7)
8)
&)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;

penetapan hasil kualifikasi;
pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
Sanggahan kualifikasi;

undangan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;

pembukaan Dokumen Penawaran;

evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
penctapan pemenang;
pemberitahuan/pengumuman pemenang;
sanggahan;

sanggahan banding (apabila diperlukan);
undangan klarifikasi dan negosiasi;

klarifikasi dan negosiasi; dan

pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan

metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan 1 (satu)

sampul meliputi tahapan sebagai berikut :

g o»

a o

=

p—e

L—

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;

penetapan hasil kualifikasi;
pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
sanggahan kualifikasi;

undangan;

pemberian penjelasan;

pemasukan Dokumen Penawaran;



. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;

m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

n.  penetapan pemenang;

0.  pemberitahuan/pengumuman pemenang;

p.  sanggahan;
q

sanggahan banding (apabila diperlukan);

r.  undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

s.  klarifikasi dan negosiasi; dan

t.  pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

1.9.  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung

untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :
a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

D

2)

Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan
sejenis di lokasi penanganan darurat; atau

Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi
kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada

Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan,

sebagai berikut :

1)
2)

3)
4)
3)
6)
7)
8)
9

opname pekerjaan di lapangan;

penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu
penyelesaian pekerjaan;

penyusunan Dokumen Pengadaan;

penyusunan dan penetapan HPS;

penyampaian Dokumen Pengadaan;

penyampaian Dokumen Penawaran;

pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;

klarifikasi dan negosiasi;

penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi; dan

11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi.

1.10.  Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung

untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut :

a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen

Pengadaan;

b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

c. pemberian penjelasan;
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1.12,

1.13.

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

¢. pembukaan dan evaluasi penawaran;

f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; dan

1. pengumuman.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung,
dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta

negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling
kurang tahapan sebagai berikut :

pengumuman;

o ®

pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;

pemberian penjelasan;

a0

pemasukan proposal;
pembukaan proposal;
pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;

pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;

= o@m om0

penetapan pemenang; dan

bt e

pengumuman pemenang.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi
Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran;

g. evaluasi kualifikasi;

h. pembuktian kualifikasi;

i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;

j. penetapan pemenang;

k. pengumuman pemenang;

I. sanggahan;

m. sanggahan banding (apabila diperlukan);

n. undangan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya;

0. klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya; atau
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p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

2. Penetapan Jenis Kontrak

PA/KPA menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

d.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

2) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf a. 1), terdiri atas :

1) Kontrak Lump Sum;

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

a)
b)

)

d)
e)
f)

Jjumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan isi Kontrak;

sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

total harga penawaran bersifat mengikat; dan

tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

2) Kontrak Harga Satuan;
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu;

volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani;

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa; dan

dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil

pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
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3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang
merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan
yang diperjanjikan.

4) Kontrak Persentase;
Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa

Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan
persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
b) pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi Kontrak.

5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

a) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan

b) pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang
menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria
kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. 2), terdiri atas :

1) Kontrak Tahun Tunggal; dan
Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya

mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

2) Kontrak Tahun Jamak.
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya
untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang — undangan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf a. 3), terdiri atas :
1) Kontrak Pengadaan Tunggal;
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€.

Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu)
PA/KPA dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan
pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

2) Kontrak Pengadaan Bersama;

Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PA/KPA
dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PA/KPA yang
menandatangani Kontrak.

3) Kontrak Payung (Framework Contract)

Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan
antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan
oleh SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien,
ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara
berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat
ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

b) Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan
pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara

nyata.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a. 4), terdiri atas :

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan,
pelaksanaan atau pengawasan.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

3. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

a.

memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/

Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk

/

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

. Jaminan Penawaran;
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Jaminan Pelaksanaan;
Jaminan Uang Muka;

Jaminan Pemeliharaan; dan

LooE W

Jaminan Sanggahan Banding.

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana dimaksud pada point b harus
dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sctclah surat pernyataan wanprestasi dari
KPA/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

. ULP/Pejabat Pengadaan atau KPA melakukan Kklarifikasi tertulis terhadap
keabsahan Jaminan yang diterima.

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat
digunakan untuk semua jenis Jaminan.

Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas adalah
perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.

. Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf e
adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk
jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu
perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya setelah KPA menerima Jaminan Pelaksanaan untuk
penandatanganan Kontrak.

Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung atau Kontes/Sayembara.

Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.

Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran
Uang Muka yang diterimanya.

. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.

. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan
pembayaran.

. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk
Kontrak bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

. Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak
bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

. Jaminan Pelaksanaan diberikan sectelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum

penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
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r. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1) untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpuluh perseratus) sampai
dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan
adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau

2) untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari
nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai
total HPS.

s. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima
Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

t. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah :

1) penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau

2) penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

u. Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
perseratus).

v. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus
diberikan kepada KPA untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang telah diserahkan.

w. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah
masa pemeliharaan selesai.

X. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan
Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

y. Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada point x besarnya
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya.

4. Penandatanganan Kontrak

a. KPA menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk
ditandatangani.

b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sctelah DPA
disahkan.

c. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya SPPBJ.

d. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau
bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah
memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
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Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas
nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar scbagaimana dimaksud pada huruf e diatas, dapat
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang /Jasa, sepanjang Pihak tersebut
adalah Pengurus/Karyawan Perusahaan yang berstatus sebagai Tenaga Kerja
Tetap dan mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau
pihak vyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk

menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5. Perubahan Kontrak

a.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan,

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen

Kontrak, KPA bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan

Kontrak yang meliputi :

1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak;

2) Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan

3) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
atau

4) Mengubah jadwal pelaksanaan.

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilaksanakan

dengan ketentuan :

1) Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam
perjanjian/Kontrak awal; dan

2) Tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambahan.

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama
berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali

sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diatas, Penyedia
Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan
sepanjang disepakati kedua belah pihak.
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6. Pemutusan Kontrak
a. PA/KPA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :

1)  Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
kontrak;

2)  Berdasarkan penelitian PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender scjak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

3)  Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

4)  Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

5) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi vang
berwenang; dan/atau

6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

b. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia
Barang/Jasa :
1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang
Muka dicairkan;
3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau

4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

7. Penyesuaian Harga
a. Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk
Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen
Pengadaan;

2) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas
dalam Dokumen Pengadaan;

3) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan

Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.



b. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :

1) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan
ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

2) penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran,
kecuali komponen keuntungan dan Biaya Overhead sebagaimana tercantum
dalam penawaran;

3) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;

4) Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar
negerl, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang
terscbut;

5) Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya
adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan

6) Kontrak yang terlamibat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia
Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

c. Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, ditetapkan

dengan rumus sebagai berikut :

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +¢.Cn/Co+d.Dn/Do+........)

Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan

overhead maka a = (,15.

b.e¢ d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat
kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+.....dst adalah 1,00.

Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah
penandatanganan Kontrak.

Bn, Cn, Dn
Bo, Co, Do

d. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang
terkait.

e. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

f. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks

harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
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g. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut :
Pn=(Hnl x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ...... dst
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan
penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

8. Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Lapangan
Sebelum kegiatan pekerjaan Konstruksi dilaksanakan agar Penyedia barang/jasa
memasang, yaitu :
a. Papan Pengumuman diletakkan / dipajang pada lokasi kegiatan yang mudah
dilihat sebanyak 1 (satu) Papan Pengumuman, dan khusus untuk kegiatan
Peningkatan Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Sungai dibuat 2 (dua) Papan

Pengumuman yang terletak pada pangkal dan ujung lokasi kegiatan.

b. Papan Pengumuman tersebut berukuran lebar 120 cm, panjang 120 ¢m dan tinggi

tiang pancang 250 ¢cm dengan mencantumkan, yaitu :

1) Nama Kegiatan } AN SN A TR R R B S
2) Jumlah Dana { i e T e R e e
3) Sumber dana /TA - S W e i W e
4} Volume Kegiatan U
5) Tujuan/Sasaran Kegiatan D S S R R
6) Nama Perusahaan S R =S =
7) Pimpinan Pelaksana Kegiatan e A R KSR A
8) Penanggung Jawab Kegiatan L
9) Dimulai Tanggal/Bulan/Tahun oo R SRR AN SRS w
10) Selesai Tanggal/Bulan/Tahun S R S A R R A

¢. Papan Pengumuman kegiatan Pekerjaan Konstruksi tersebut harus difoto dari
jarak dekat (jelas) untuk dokumentasi kegiatan dan apabila dalam evaluasi
pelaksanaan kegiatan ternyata Papan Pengumuman tersebut tidak ditemukan di
lapangan, maka Pemimpin Kegiatan akan diberikan sanksi sesuai peraturan

perundang — undangan.

9. Serah Terima Perkerjaan
a.  Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Dokumen Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan

permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan.
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PA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada

huruf b, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui KPA memerintahkan

Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan

pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya :

1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas
hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

2) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6
(enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga)
bulan; dan

3) Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas berakhir,

KPA mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia

Barang/Jasa.

Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para

pihak dalam Kontrak.

Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir

Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima

Akhir Pckerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g. dan dimasukkan dalam

Daftar Hitam.

10. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

1)

2)

Setiap SKPD melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
elektronik/e- procurement (e-tendering dan e — purchasing) yang dilakukan
ULE.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;

B o

mendukung proses monitoring dan audit; dan

e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
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